
 
 
 

 
 
 
 

BUPATI MESUJI 
PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR 36 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MESUJI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MESUJI, 
Menimbang   : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah 

satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi 
birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih 
dan bebas dari KKN, meningkatkan kulitas pelayanan 
publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 

b.  bahwa untuk mengetahui sejauh mana Instansi 
Pemerintah di daerah mengimplementasikan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan 
suatu pedoman evaluasi atas implementasinya yang 
dapat dijadikan panduan bagi  evaluator; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu 
ditetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Evaluasi 
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

 
 
 
 



 
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus 

Sipil Negara; 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri  Sipil; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah;  

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
 



 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mesuji;  

25. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi 
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur 
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi 
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji; 
2. Bupati adalah Bupati Mesuji; 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji; 
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mesuji. 
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya disingkat 

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah; 

7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang; 

8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat 
atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

9. Aparat Pengawasan Intern adalah Inspektorat Kabupaten Mesuji. 
 

 
BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi 
atas implementasi SAKIP di unit kerja/OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Mesuji. 
 

 
 
 
 
 



 
Pasal 3 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB III 
PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP 

Pasal 4 
(1) Inspektorat Kabupaten Mesuji melaksanakan evaluasi atas 

implementasi SAKIP di OPD dan unit kerja lingkup Pemerintah 
Kabupaten Mesuji. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 
khususnya kinerja pelayanan publik di OPD dan unit kerja Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Mesuji secara berkelanjutan. 

 
Pasal 5 

(1) Selain melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, Inspektorat kabupaten Mesuji membantu  melakukan Evaluasi 
atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan 
supervisi dari tim bersama. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Melalui 
Keputusan Bupati. 

 
BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 6 

(1) Inspektorat Kabupaten Mesuji melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP di OPD Kabupaten 
Mesuji. 

(2) Inspektorat Kabupaten Mesuji menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP kepada Bupati Mesuji setiap 
6 (enam) bulan dan/atau sesuai kebutuhan. 

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan Evaluasi atas Implementasi SAKIP kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 
 

BAB V 
PENDANAAN 

Pasal 7 
Pendanaan terkait Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Mesuji 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Mesuji dan dianggarkan pada OPD yang memfasilitasi evaluasi atas 
implementasi SAKIP. 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

 
Ditetapkan di Mesuji 

         pada tanggal 11 Juli 2018 
BUPATI MESUJI, 

 
   dto. 
 

KHAMAMI 
 
 
 
Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal 11 Juli 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

 
dto. 

 
 

RIZAL FAUZI 
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 36  


